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P U T U S A N

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tarakan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Maret 1991, umur

33 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTP,  pekerjaan

Karyawan Sinar Borneo, tempat kediaman di ALAMAT,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Banyumas, 14 April 1988, umur

36 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan

Karyawan  Tambak,  tempat  kediaman  di  ALAMAT,

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang

didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan,

Nomor  358/Pdt.G/2024/PA.Tar,  tanggal  24  Juli  2024,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1.  Bahwa,  pada  tanggal  10  Januari  2011,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi

Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal

10 Januari 2011; 
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2.    Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat

kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di  ALAMAT selama 5

tahun,  kemudian  Penggugat  dengan  Tergugat  berpindah-pindah  dan

terakhir  bertempat  kediaman  bersama  di  rumah  bersama  di  ALAMAT,

hingga pisah; 

3. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, NIK XXX, tempat,  tanggal lahir  :  Tarakan, 23 Oktober

2011,   pendidikan  sekarang  SMP,  saat  ini  anak  tersebut  diasuh  oleh

Penggugat;  

b. ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 07 Desember

2013,   pendidikan  sekarang  SD,  saat  ni  anak  tersebut  diasuh  oleh

Penggugat;  

 4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan

a.  Tergugat memiliki  Wanita idaman lain,  dan telah menikah dengan Wanita

tersebut yang bernama Sinta; 

b. Tergugat sering menuduh Penggugat sering membawa laki-laki lain ke dalam

rumah; 

5. Bahwa,  ketika  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi,  Tergugat

sering mengatakan akan menceraikan Penggugat; 

6. Bahwa,  akibat  perselisihan  tersebut,  puncaknya  pada  bulan  November

tahun  2023,  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dengan  alamat

tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir

maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat; 

7. Bahwa,  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan hukum yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

PRIMER :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  

 SUBSIDER :

   Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil  atau kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan berita acara relaas

nomor  358/Pdt.G/2024/PA.Tar  tanggal  25  Juli  2024  menyatakan  yang

bersangkutan tidak dikenal;

Bahwa  atas  pertanyaan  hakim  Penggugat  menyatakan  tidak  mampu

menyerahkan  alamat  jelas  Tergugat  sekarang  dan  ingin  tetap  melanjutkan

bercerai dengan Tergugat dengan alamat di atas;

Bahwa hakim telah menasehati  Penggugat agar rukun membina rumah

tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena  Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan

kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (1)  dan  (2)  serta

penjelasan Pasal  49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Hal. 3 dari 6 Hal. | Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  keduanya  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama

Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan  Penggugat,  ternyata

domisili  Penggugat  dan Tergugat  berada pada yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Tarakan,  sehingga berdasarkan Pasal  66 Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  merupakan  kewenangan  relatif

Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan

hukum para pihak dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian

adalah  suami  isteri  yang  terikat  oleh  perkawinan  yang  sah  dan  tercatat  di

Kantor Urusan Agama; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan  Tergugat

tidak  pernah datang menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan

berita  acara  relaas  nomor  358/Pdt.G/2024/PA.Tar  tanggal  25  Juli  2024

menyatakan  yang  bersangkutan  tidak  dikenal,  serta  Penggugat  menyatakan

tidak  mampu menyerahkan  alamat  jelas  Tergugat  sekarang  dan  ingin  tetap

melanjutkan bercerai dengan Tergugat dengan alamat di atas, oleh karena itu

majelis  hakim menilai  alamat  Tergugat  tidak  jelas  sehingga tidak  memenuhi

syarat  formil,  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  Majelis  Hakim menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal

91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai  perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada

Penggugat   dibebankan  untuk  membayar  semua  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;
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Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  syara'  dan  peraturan

perundang-undangan yang  berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp153500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tarakan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal  26 Muharram 1446 Hijriah oleh  Ahmad Syaokany,  S.Ag.,

M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Ayu Nur  Rahmawati,  S.H.I.,  M.H.I. dan  Nur

Triyono,  S.H.I.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  H.

Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai  Panitera, dengan dihadiri  oleh  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.
Panitera,

Ttd.

H. Muhammad Sahir, S.Ag.
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Perincian Biaya Perkara:

-  PNBP : Rp 60.000,-

-  Proses : Rp 75.000,-

-  Pemanggilan : Rp 8.500,-

-  Meterai                           : Rp              10.000,-  

J u m l a h : Rp 153.500,-

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
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